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Pasa1 l.
Dewan Te1ekomunikasi da1am me1akukan tugo.snja ~emberikari per­
timbangan kepada Presidium Kabinet Kerdja seperti termaksud
da1am ketentuan pertama keputusan ini, berk-.;wadjiban mengko­
ordino.sikan perentjano.an, pe1aksanaan, pengawasan, pendidikan,
.research dan perkembangan industri dan kerdja samu internasi­
OUPll. \li bidang telekomunikasi.

Pasal 2.
Dewan terdiri dari seorang Ketrua merangkap anggota, seorang.
Sekre-caris merangkap anggota dan anggota-anggota.

Po.sal 3.
Ketrua , SeLre..!Garis dan anggota--Dewan ..diangkat dan diberhenti-
kan oleh Presiden. -

Pasal 4.
(1) K~tua Dewan dianskat dari antara tjalon~tjalon jang dia~

dJukan oleh Presidium Kabine-c Kerdja, atas usul Menteri­
rn~nJceri Perhubungan Darat, Po s , Telekomunil:asi' dan Pari­
VVlsata, Perhubungan Laut, Perhubungan Uda.ra , Angkatan
Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian
dan Pener-angan ,

(2) lCetua Dewan diangkai:; untuk masa 5 tahun dan ~apat diangk~t
kembali setelah niasa dj·abatannj a berachir.

"/

Menundjuk Presidium Kabinet Kerdja untuk menetapkan kebidjak- .
sanaan dibidang te1ekomunikasi, sesuai dengan petundjuk­
petundjuj{: Presiden.
Membentuk sebuah Dew-anTe1ekomunikasi, jb.ng se1andjutnja d.a.Lam .:'.~
keputusan ini disebut Dewan, untuk memberikan pertimbangan ke­
pada Presidium Kabinet :Ccrdja da.Lammeneto.pkan kebidjaksanaan
di bidang te1ekomunikasi, sebagai b ez-Llcu t :

Denso.n LlenJejabut Keputusan Presiden No. 61 ti arruri 1963 tentang
Dewan Te1ekomunikasi.

I.: J£ L U T U S K AN:

WaJ.:i1 F'erdo.na 1'.:enteri I.

4

'b ariwa 'un truk kepentingD.ll ke1antj az-nn dan per-kernbang an te1eko ...
munikasi per1u :
0.0 merrund j uk Presidil.lID Kabinet Kerdj a. untuk menctapkan kebi­

dj 2.};:sanaan di bidnng te1ekomuniko..si;
b. me rab en tru.k sebuo.h Dewrul Te1ekomunikasi untuk :o.embantu Pre­

s i.di.um Kabinet Kerdj a da.lam me.ne t.apjcari kebidj a:;ssanaan
dibido.ng te1ekomunikasi sesu.o.i dengan pasa1 23 Undang­
undang No. 5 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.59)

1. !_~as aL 4 o.jat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964

no . 59);
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Pasal 8.
(1) Ketua Dewan menjusun tata-tjara kerdja Dewan Te1ekomunikasi.
(2) Apabi1a Ke-'GuaDewan menganggap per1u, maka ia untuk kepentingan

kelantjaran tugas Dewan, dapat membentuk BirJ-biro •.
Pasa1 9.

Dalam me1aksanakan tugasnja sepert± jang tersebut dalam pasa1 7
Dewan dapat menghubungi setiap instansi Pemerintah maupun Swastao

Pasal 10.

T 1 ~e§a1a, pembLa.][lggn~ang diper1ukan untuk me1D.ksanakan trugas Dewa
e e 0 ~~Ka.s~ (aOe ...an pada mata anggaran Pemerintuh Agung. I

Prsel 11.

Pasal 7.
Anggota-allt};go-[:;aDewan Telekomunikasi,
Dewan, terdiri dari Wakil-wakil :

Depar.JGernenPerhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwi-,
s a+a , i

Departemen }:?erhubungan Laut.
Departemen Perhubungan Udara.
Depar.JGemen.1u1.gkatanDarat.
DeDartemen Angkatan Laut.
Depar-bcmen .i'\ngka.JGanUdara.
Departemen Angl:atan Kepolisian.
Departemen Penerangan.
Departem.en Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
Departemen Perguruan Tinggi dan I1mu Pengetahuan.
Departemen Urusan Research Nasiona1.
Front Nasiona1.
Waki1-waki1 Departernen 'tersebut dalam ajat (1) pasal ini
ada1ah pedjabat-pedjabat jang di Departemen-nja diserahi
kebidj aksanaan dan tanggung iiljawab jang terbesar dibidang
te1ekomunikasi.

b. Anggota dari Front Nasional jang mempunjai keahli~ dan/atau
pengaluman dalam bidang telekomunikasi.

(3) Disamping anggota-anggota jang tersebut dalam ajat (1) pasal in,
apabi1a Presiden menganggap perlu, dapat diangkat anggota-anggoi,
lain.

Dengan tidcl.::mengurangi ketentuan daLam pasa1 1 keputuson ini,
dj abatan-dj ab at an.Kebua dan Sekretaris tidal~ dapatidirangkap dengan
djabatan-djabatan lain.

I
:1
;,

selain Ketua dan Sekretaril

Pasa1 6.

Pasa1 5.
Sekretaris Dewan diangkat dari antara pegawai-pegawai Negeri jan:
ditja10nkan oleh Presidium Kabinet Kerdja, atas usul Menteri- i'"
menteri Perhubungan Darat, Pos, Te1ekomunikasi dan Pariwisata, :
Perhubungan Lrru.ti, Perhubungan Udara, Angkatan Darat,. Angkatan
Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepo1isian dan penerangan.
Sekretaris Dewan diangkat untuk masa 5 tahun dan dapat diangkat
kemba1i sete1ah masa djabatannja berachir.
Pentja10nan Sekretaris Dewan di1akukan dengan mengingat sarat­
sarat keahlian dan pengalaman da1am bidang telekomunikasi.

Pentja1bnan Ketua Dewan dilakukan dengan mengingat sarat-sarat
keah1ian dan penga1aman da1am pembinaan bidang te1ekomunikasi.
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SUKARNO

PRESIDEH REPUBLIK INDONESIA

Ditetapkan di ·Djakarta
p ada tang-gal 24 Agustus 1964.

Pasal 120
Keputusan ini mu.Lai. berlaku pada hari diJcetapkannja._

Pasal 11.
Hal-hal jang 'bcLum diatur daLarn keputusan ini akan dLatrur- derigan
keputusan Presidium Kabinet Kerdja.
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